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PENETAPAN

1255/Pdt.G/2019/PA.Sal

b
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 20 September 1982, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, XXXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Februari 1976, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxxX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di XXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara; mendengar pihak Penggugatdan memeriksa bukti-
bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugattelah mengajukan permohonan Cerai Gugat tertanggal 04
Desember 2019 vyang telah didaftar dalam register perkara nomor:
1255/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 04 Desember 2019;

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx
tanggal 2 Desember 2019);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
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terakhir di rumahorang tua Penggugat di XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX.

Dantelah tinggal bersama selama kurang lebih4 tahun 7 bulan. Selama pernikahan
tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya
suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai lorang anak bernama ANAK
PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 12 Oktober 2001);

3. Bahwa semenjak akhir tahun 2001, ketentraman rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
yang penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian Penggugat mempunyai inisiatif
untuk bekerja ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sepulang
Penggugat dari luar negeri sekitar bulan Desember tahun 2005, Penggugat
mendapati Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita idaman lain
bernama WIL sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2005 itu juga, Penggugat dan Tergugat pisah
rumah yakni Penggugat tetap tinggal di XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX
sedangkan Tergugat pulang ke rumah Tergugat di XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX yang hingga kini sudah 14 tahun lamanya,;

5. Bahwa selama  pisah rumah tersebut, Tergugat  tidak pernah
memperdulikan/mengurusi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan
nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon
agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat
ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat
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(PENGGUGAT);

3. Menetapkan anak bernamaANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada
tanggal 12 Oktober 2001, Berada di bawah Hadhonah Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et
bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri
menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang
lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir
di persidangan;, telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat
untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;, selanjutnya
Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di
persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat

seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati
Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena
ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap
jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka
pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Tergugat; , bahwa atas
pertimbangan tersebut diatas menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,

maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
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eradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya
dibebankan kepada Penggugat; pasal 271 Rv; semua peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1255/Pdt.G/2019/PA.Sal
dari Register perkara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus
empat puluh satu ribu);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 17 Desember
2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 H. Oleh Drs. H. Anwar
Rosidi sebagai Hakim Tunggal, dibantu Imam Nurwanto, S.H.l. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri Penggugattanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Imam Nurwanto, S.H.l.

Perincian Biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

. y putusan.mahkamahagung.go.id
"~ Biaya Pendaftaran © Rp 30.000,00,-
Biaya Proses . Rp 50.000,00,-
Biaya Pemanggilan . Rp 245.000,00,-
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